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Abstrak :   Bahwa untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum K a b u p a t e n  L u m a j a n g  yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara perlu 

adanya suatu pedoman penanganan benturan kepentingan; 

 

   Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum K a b u p a t e n  L u m a j a n g  tentang 

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

K a b u p a t e n  L u m a j a n g ; 

 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah : 
 

UU Nomor 28 Tahun 1999  tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tipikor; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); Permen PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 65); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana diubah dengan PKPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU 



Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat 

KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

Keputusan    KPU    Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VJI/2020 

tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU; 

 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 37/HK.03.1- 

/3508 /2021 menetapkan tentang : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 November  2021 
- Lampiran 22 halaman 

           



 


